SATU DATA — PENYELENGGARAAN

2026

PERWAL KOTA DEPOK NO. 12, BD 2026/NO. 12, 17 HLM.
PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA.

ABSTRAK

CATATAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,
transparan, dan akuntabel serta mendukung perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah
yang berkeadilan dan berkelanjutan, diperlukan data yang
akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan,
mudah diakses, dan dibagipakaikan. Sehubungan dengan
meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pemangku
kepentingan terhadap ketersediaan data yang akurat dan
konsisten serta belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggara Satu Data berdasarkan Peraturan Wali Kota
Depok Nomor 72 Tahun 2021, perlu dilakukan penyempurnaan
pengaturan Penyelenggaraan Satu Data. Peraturan Wali Kota ini
dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan tata kelola
data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,
dan  pengendalian pembangunan serta mewujudkan
keterbukaan, transparansi, dan perumusan kebijakan
pembangunan berbasis data. Penyelenggaraan Satu Data
dilaksanakan berdasarkan prinsip standar data, metadata,
interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi
dan/atau data induk.

UU 16/1997; UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 1/2026; PP
51/1999; PP 61/2010; PP 45/2021; Perpres 27/2014; Perpres
39/2019; Permendagri 70/2019; Permen PPN/Kepala Bappenas
16/2020; dan Permendagri 5/2024.

ketentuan umum; maksud dan tujuan; prinsip Satu Data yang
meliputi standar data, metadata, interoperabilitas data, serta
kode referensi dan/atau data induk; penyelenggara Satu Data
yang terdiri atas Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung,
dan Produsen Data; Forum Satu Data dan Sekretariat Forum
Satu Data; penyelenggaraan Satu Data yang meliputi
perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan
data; Portal Satu Data dan pembatasan akses data; sumber daya
manusia; sinergitas dan kerja sama; pembiayaan; ketentuan
peralihan; serta ketentuan penutup.

Ditetapkan di Depok tanggal 2 April 2026; diundangkan di Depok
tanggal 2 April 2026.

Berita Daerah Kota Depok Tahun 2026 Nomor 12.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.



